BUPATI MUARA ENIM

“Nomor 3 Sen E
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 26 TAHUN 2003

TENTANG

RUMAM DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang ;& bahwa Ruomah Dinas milik Pemenmah Kabupaten Muara Erom sangal
terbatas oleh karena vu perlu duertibkan Penghuninva atas Pemakaian
Rumah dimaksud dipadang perlu diatur Penempatan Penghuninya  oleh
Pemerintab Kabupaten Muara Enim;

b balhwa pengaturan Penempatan Pegawai Negen Sipil yang menghuni
Rumah [hnas perlu diatur dan dietapkan dengan Keputusan Bupat
Muara Enim |

Muengingal 1 Undang-undang Momor 28 Tahun 195% tentang  Pembentukan Daerah
Tingkat 11 dan Kotapraja i Sumatera Selatan { Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Mecara Republik Indonesia Nomor 1821 );

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang  Pokok-Pokok
K.epegawaian i Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1974
Momor 55, Tambahan Lembaran MNegara  Republik  Indonesia
Momor 3041 ) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
1909 tentang Perubahan Atss Undang-undang Nomor & Tahun 1974
{ Lembaran MNegera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Megara Momor 4§1493) |

Ead

Undang-uendang NMomoer 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Deerah
{ Lembaran Negara Republik Indosesia Tabun 1999 Nomor 60,
lambahan Lembaran Megara Republik Indenesia Nomor 3839 )

4. Peraturan Pemerintah NMomor 103 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Kevangan Dagmab | Lembaran Negera Republik
indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4022 ¥

5 Peraturan Pemerintah  Momor 108 Tahun 2000 Teotanp Kedudukan
keuangan Kepala Daerah dan Waki] Kepala Daerah ( Lembaran Negera
Republik Indonesia Tabun 2000 Nomar 210, Tambahan Lembaran Megara
MNomor 4028 §

_ o Peraturan Pemerimah - Nomor 150 Tahun 2000 Tentang Redadukan
j % Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Dagrah ( Lembarers Nepera

Republik Indonesia Tehun 2000 Nomor 211, Tambaban E.Eltllmﬁ- a"]*'-.:Eiqri
Momor 4029 3, =
i - .‘.
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Menetaphan

Peraturan Menterr Dalam Megert Nomor 5 Tahun 19497 1entang Tuntutan
Perbendabaraan dan Tuntutan Gantl Bom keuanean dan Barang Daerah

Keputusan Memen Dalam MNegen dan Otonoms Daerah Ramar 11 Tabun
2001 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Dacrah

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Emm Nomor 16 Tahon 2000 Tentang
Kewenanpan Pemerinalabh Kabupaten Muara Emim 1 Lembaran Braerah
kabaupaten Muara Enim Tahun 2080 Nomor 26 5.

Peraluran Daerah Kabupaten Mugra Emm Momor 23 Tahun 2002 Tentang

Pokok-Pokok  Pengelolsan  Kewangan  Daerzh { Lembaran Dacrah
Fabaupaten Muoara Entm Tahun 2002 Noamaor 14 Serne I ),

MEMUTUSKAN

KEPTTTSAN BLI'ATI TENTANG RUMAH DINAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENTM.

BABI
KRETENTUAN TINUM

Pagal |

Dralam keputusan ini vang dimaksud dengan

| Daerah adalabh Kebupaten Muara Enim.

I-4

Pemermtah Daerab adatabh Pemerintzh Kabupaten Muara Emm
3. Bupati adalah Bupati Muara Emm

4 Bumah Thnas adalah romah-rumah vang disediakan oleh Pemernintah
Draerah untuk ditempati oleh Pegawal Negen Sipil vang memegang
Jabatan tertentu atau Pegawal Negen Sipl Lamnya vang sesuai
dengan persyaratan wertentu

s

Pegawal MNepeni Sipil adalah Pegewar Nepen Sipil sebagannana
dimaksud dalam Undang-undangz Nomor 8 Tabun 1974 Jo. Undange-
endang Momaor 43 tahun 1999

6. Pemeltharaan adalah Kepgiatan atau Gndakan vang dilakukan apas
Rumah tersebut selalit dalam keadaan batk dan siap dihunt



BAB 11
RUMAH DINAS

Pasal 2

(13, Pegawai Negeri Sipil vang dapat menghunimenepati  Rumah Dimas
adalah Pesawar Meper Sipil vang menduduks Jabatan

a  Asisten Sekretariat Dacrah
kepala Danas

c.  Sekretaris DPRDD

o Kepala Badan

e Kepala Kantor

¢ Kepala Bagan dilingkup Sekretarial Daerah Kabupaien Muara
Enirm

(2 Sepanjang tidak dipergunakan oleh Pemenntah Daerah, Fumah Dinas
dapat dihuni/ditempati oleh Pegawal Negen Sipil selaim yang dimaksud
avat i 1) dengan Lzin Bupati:

(37 Popawal Neperi Sipil vang dapat menghuni menempatl Humah Dinas
sehagaimana dimaksud avat (2) minimal mempunver masa kega U
i Sepulub i Tabun.

(41 Bagl Pegawal vang memasuky masa Penpsienmennggal  Dunia
celamibat-lambat dalam waktu 3 1 Tiea) Bulan welah menveralikan

Lembali Rumah Dinss tersebut kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah tanpa menuntut gani R

BAE I
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWABR PENGHUNI

Pasal 3

i1y Memehhara dan menjaga kehersihan, keindahan, kerapran Rumah Dinas
perseria Lingkunganya

(21, Tidak diperkenankan mengadakan Peruhaban bentuk dan ukuran tanpa
1zin Bupati.

(31 Tadak diperkenankan memindah tangankan mengoperkan menyewakan
kepada orang lain

(4), Thiava Falnas Liswrik, Adr, Telepon dan PBBE vang pembayarannyva
merupakan Kewajtban Penghunt

(51 Barang Inventarisasi Milik Pemerintah Daerah memadt Tangpong Jawab
Pengehuni,

b1 Memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh Pemerintah [racrah



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal £

Hal-hal vang bersitar Khusus Bupati dapat Menewapkan Penghuni Rumah
[hnas.

Pasal 5

Hal-hal wvang belum diatur dalam Kepulusan i sepsnjang  mengenad
Pelaksanaanya akan ditetaphkan tersedimi oleh Bupati.

Pasal &
beeputusan i mulan berlaku pada tanseal ciumdanghkan

ALHE 51I]."-=.'|‘-'ﬂ setiap  orang  dapat mengetanuinya,  memennlahkan
pengundangan keputusan e dengan Penempatannva dalam  Lembaran
Daerah Kabupaten Muoara Emm,

Duretapkan & Muara Enim
Pacla tanepal 93 fpeatus 2003

BUPATLI MUARA ENIM
A
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H. KATAMITDIN T, SH
Divmcangkan di Muara Enim
Pada tanggal 41 Lt 2003
SERKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

e :'\-_PFEF-E" ']

= DRSHAM AKIP YOENOLS

=

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA TAHUN 2003 NOMOR 5 SEEI

 ——

Zw

———



